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Biro Imigrasi Jepang  

 

Tentang "alasan sah" dari prosedur pencabutan izin tinggal ketika 

kegiatan yang berkaitan dengan izin tinggal tidak dapat dilakukan 

karena penyebaran infeksi virus corona baru 

 

 

Warga negara asing yang tinggal di Jepang dan memiliki izin tinggal 

yang tercantum dalam Tabel 1 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi 

(“pengetahuan teknis/humanistik/kerja internasional”, “keterampilan”, 

“belajar di luar negeri”, dll.) tidak akan menjadi sasaran pencabutan izin 

tinggal saat terdapat “alasan sah” tidak dilakukannya kegiatan terkait izin 

tinggal tersebut selama yang bersangkutan tinggal di Jepang meskipun 

kegiatan tersebut tidak dilakukan berturut-turut selama 3 bulan atau lebih. 

Dalam hal ini, apabila diakui bahwa kegiatan terkait izin tinggal tersebut 

tidak dap dilakukan berturut-turut selama 3 bulan atau lebih karena 

dampak penyebaran penyakit menular virus corona baru atau langkah-

langkah pencegahan infeksi, misalnya hal-hal yang sesuai dengan contoh 

di bawah ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai “alasan yang sah” 

terkait tinggal di Jepang tanpa melakukan kegiatan yang dimaksud. 

 

①  Bila tempat bekerja di mana orang yang bersangkutan terdaftar 

mengalami kemerosotan usaha (atau pengekangan usaha) dan mau 

tidak mau harus meliburkan usahanya untuk sementara waktu 

②  Bila berhenti kerja dari tempat bekerja saat ini dan sedang 

melakukan kegiatan pencarian kerja kembali dengan menggunakan 

internet, dan sebagainya atau tidak dapat mengunjungi perusahaan 

meskipun ada harapan untuk dapat bekerja kembali 

③  Bila lembaga pendidikan tempat orang yang bersangkutan terdaftar 

libur (termasuk bila lembaga pendidikan tempat tujuan melanjutkan 

pendidikan libur) 



 

④  Bila tidak dapat melanjutkan prosedur yang diperlukan untuk masuk 

ke lembaga pendidikan lain setelah lembaga pendidikan tempat orang 

yang bersangkutan terdaftar tutup  

⑤  Bila rawat inap untuk perawatan penyakit termasuk infeksi corona 

baru berkepanjangan dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar-

mengajar lembaga pendidikan 

                                 


